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PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI 

VARIABEL MODERASI 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2017 – 2021) 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of Audit Quality and Corporate 

Governance on Tax Avoidance with Firm Size as a moderating variable. The population 

in this study are Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

(IDX) in 2017-2021. Corporate Governance is measured using Board of Directors Size 

and Gender Diversity. This study used 240 data selected using a purposive sampling 

technique and processed using the SmartPLS program. The results of the study show 

that Audit Quality and Gender Diversity have a negative and significant effect on Tax 

Avoidance, while Board of Directors Size has no effect on tax avoidance. This study 

also shows that Firm Size is not able to moderate the influence of Corporate 

Governance on Tax Avoidance. 

 

Keywords: Tax Avoidance, Audit Quality, Board of Directors Size, Gender 

Diversity, Firm Size 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit dan 

Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai 

variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan-Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. 

Corporate Governance diukur dengan menggunakan Ukuran Dewan Direksi serta 

Diversitas Gender. Penelitian ini menggunakan 240 data yang dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling dan diolah dengan menggunakan program 

SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Audit dan Diversitas Gender 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance sedangkan Ukuran Dewan 

Direksi tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh Corporate Governance 

terhadap Tax Avoidance.  

 

Kata Kunci:  Tax Avoidance, Kualitas Audit, Ukuran Dewan Direksi, Diversitas 

Gender, Ukuran Perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Franklin dalam Pirie (2019) pernah mengatakan “… in this world nothing 

can be said to be certain, except death and taxes”. Pernyataan tersebut 

memberikan arti bahwa pajak adalah suatu hal yang pasti, sama seperti kematian. 

Pajak juga bukan pilihan, melainkan suatu pungutan yang wajib dibayarkan oleh 

masyarakat yang telah mempunyai penghasilan kepada negara. Hasil dari 

pembayaran pajak tidak akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena 

pajak yang diperoleh negara digunakan kembali untuk kepentingan umum seperti 

pembangunan infrastruktur. 

Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh dunia menyebabkan tahun 2020 

menjadi tahun yang berat bagi seluruh pihak. Masyarakat yang terbiasa bebas 

bermobilisasi harus membatasi kegiatannya di luar rumah. Sekolah, tempat ibadah 

serta sarana fasilitas umum seperti restoran, bioskop dan tempat hiburan lainnya 

harus ditutup. Tempat kerja pun dibatasi kapasitasnya. Semua ini dilakukan untuk 

mengurangi penyebaran virus Covid-19. Banyaknya bisnis yang harus ditutup 

sementara menyebabkan penurunan income dari bisnis-bisnis tersebut. Tidak 

sedikit karyawan yang terpaksa harus diberhentikan karena kondisi bisnis yang 

buruk. 

Sebagai bentuk bantuan kepada Wajib Pajak, Pemerintah Indonesia 

memberikan berbagai macam insentif perpajakan bagi Wajib Pajak yang terkena 
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dampak Pandemi Covid-19. Insentif perpajakan tersebut dapat berupa PPh Pasal 

21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, 

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, PPN 

Ditanggung Pemerintah serta Pengembalian Pendahuluan PPN. 

Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak bertujuan untuk meringankan 

beban Wajib Pajak. Namun, tidak semua Wajib Pajak mengetahui serta 

memahami insentif apa saja yang dapat mereka pergunakan. Dalam tahun 2020, 

pemerintah mengeluarkan empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berkaitan 

dengan insentif perpajakan Covid-19. Di tahun 2021, terdapat tiga PMK berkaitan 

dengan insentif perpajakan Covid-19 dan di tahun 2022 terdapat dua PMK yang 

berkaitan dengan insentif perpajakan Covid-19. PMK terbaru sehubungan dengan 

Covid-19 adalah PMK Nomor 114/PMK.03/2022. 

Tabel 1.1 

PMK yang Berkaitan dengan Pandemi Covid-19 

No Nomor PMK Judul 
Tanggal 

Berlaku 

1 PMK Nomor 23/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Insentif Pajak 

Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Wabah Virus 

Corona 

01 April 2020 

2 PMK Nomor 44/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Insentif Pajak 

Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona 

27 April 2020 
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Virus Disease 2019 

3 PMK Nomor 86/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Insentif Pajak 

Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 

16 Juli 2020 

4 PMK Nomor 110/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

86/PMK.03/2020 Tentang 

Insentif Pajak Untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 

14 Agustus 

2020 

5 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Insentif Pajak 

untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 

02 Februari 

2021 

6 PMK Nomor 82/PMK.03/2021 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

9/PMK.03/2021 tentang 

Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 

01 Juli 2021 

7 PMK Nomor 149/PMK.03/2021 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri 

26 Oktober 

2021 
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Keuangan Nomor 

9/PMK.03/2021 tentang 

Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 

8 PMK Nomor 3/PMK.03/2022 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Insentif Pajak 

untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 

25 Januari 

2022 

9 PMK Nomor 114/PMK.03/2022 Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

9/PMK.03/2021 tentang 

Insentif Pajak untuk Wajib 

Pajak Terdampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 

11 Juli 2022 

Selain memberikan insentif perpajakan karena Corona Virus Disease, 

Pemerintah juga mempercepat penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi 

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Kebijakan ini tercantum dalam PERPU Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Isu mengenai penurunan tarif PPh Badan ini sudah ada sejak tahun 2019. 

Saat melihat kondisi perekonomian dunia yang menurun di awal tahun 2020, 
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Pemerintah mengambil langkah yang berani dengan menurunkan tarif PPh Badan. 

Tarif PPh Badan yang semula sebesar 25% diturunkan menjadi sebesar 22% yang 

berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan tahun Pajak 2021. Kemudian turun kembali 

menjadi 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022 (Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020). Tarif tersebut berlaku bagi Wajib 

Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. 

Sedangkan, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang memenuhi kondisi 

berikut: 1) berbentuk Perseroan Terbatas, 2) jumlah keseluruhan saham yang 

diperdagagkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan 3) memenuhi 

persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 dapat memperoleh tarif sebesar 3% 

lebih rendah dari tarif yang berlaku. 

Tabel 1.2 

Tarif PPh Badan Sebelum dan Setelah Penurunan Tarif 

Wajib Pajak Tarif Lama

Tarif untuk 

Tahun Pajak 

2020 dan 2021

Tarif untuk 

Tahun Pajak 

2022 dan 

Seterusnya

Badan Usaha Secara 

Umum
25% 22% 20%

Badan Usaha berbentuk 

Perseroan Terbatas yang 

Memenuhi Persyaratan

20% 19% 17%

 

Namun, kebiajakan pemerintah untuk menurunkan tarif PPh Badan menjadi 

20% pada tahun pajak 2022 dan seterusnya resmi dibatalkan melalui Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diresmikan pada 



6 

 

Kamis, 07 Oktober 2021. Kebijakan ini diberlakukan karena pemerintah perlu 

mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

Kondisi bisnis dan perkenomian yang buruk serta berbagai insentif yang 

diberikan pemerintah mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia. Pada tahun 

2020, target APBN atas penerimaan pajak adalah senilai Rp 1.198,8 triliun 

(Perpes72/2020). Namun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 89,3% dari 

target APBN 2020 yaitu sebesr Rp 1.070,0 triliun. 

 

Gambar 1.1 

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dengan Tahun 2020 

Sumber: DDTC News 
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https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapnya-

26766?page_y=1000 

Di sisi lain, kondisi perkenoniman telah jauh membaik pada tahun 2021. Hal 

ini pun berdampak pada penerimaan pajak Indonesia. Selama 13 tahun lamanya, 

penerimaan pajak tidak pernah mencapai target APBN. Tetapi, pada tahun 2021, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya berhasil mencatat sejarah yaitu 

penerimaan pajak yang melampaui target APBN. Dalam APBN 2021, target dari 

penerimaan pajak adalah sebesar 1.229,58 triliun. Dalam kenyataanya, sampai 

dengan 31 Desember 2021, DJP mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 

1.277,53 triliun atau sebesar 103,9 % dari target. (APBN KITA Edisi Januari 

2022, 88). 

 

Gambar 1.2 

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021 

Sumber: APBN KITA Edisi Januari 2022 

Tercapainya target penerimaan pajak merupakan sebuah prestasi. Hal ini 

dapat terjadi karena beberapa faktor seperti meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak, 

membaiknya harga komoditas utama dunia yang mendorong aktivitas 

perdagangan internasional, pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat serta kerja 
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keras DJP. Pada tahun 2021, terdapat 15 Kantor Wilayah dan 208 Kantor 

Pelayanan Pajak yang behasil mencapai target (APBN KITA Edisi Januari 2022, 

89). 

Pajak memang tidak dapat dihindari, namun pajak dapat diminimalisasi 

melalui Perencanaan Pajak yang baik. Menurut Suandy (2016: 7), “Perencanaan 

pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi 

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”. Tindakan untuk 

melakukan penghematan pajak dapat dibedakan menjadi tindakan yang melanggar 

hukum (tax evasion atau penggelapan pajak) dan tindakan yang tidak melanggar 

hukum (tax avoidance atau penghindaran pajak). 

Pohan (2013: 23) berpendapat bahwa “Tax evasion merupakan upaya wajib 

pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan 

keadaan yang sebenarnya”. Cara ini merupakan cara penghindaran pajak yang 

salah karena melanggar hukum. Melalui tax evasion, wajib pajak dengan sengaja 

tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya. Sebaliknya, “tax 

avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan 

aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan” 

(Pohan, 2013: 23). Tax avoidance merupakan cara penghindaran pajak yang benar 

karena memanfaatkan grey area yang ada dalam Undang-Undang dan peraturan 

perpajakan yang ada. 
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Topik tax avoidance merupakan topik yang sangat menarik untuk diteliti 

karena setiap perusahaan pasti mengambil keputusan yang mengarah ke 

penghematan pajak. Langkah awal yang dibutuhkan untuk melakukan tax 

avoidance adalah melakukan perencanaan perpajakan dengan tepat. Salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan melakukan tax 

avoidance adalah corporate governance atau tata kelola perusahaan. Banyak 

penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate 

governance terhadap tax avoidance. Menurut Setiawan dalam Sulhendri & 

Wulandari, N. (2020),  

“corporate governance merupakan suatu konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring 

kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap 

stakeholder dengan berdasarkan pada kerangka peraturan”.  

Terdapat banyak proksi yang dapat digunakan untuk mewakili corporate 

governance. Proksi-proksi tersebut antara lain adalah kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan, serta 

diversitas dewan direksi. 

Kepemilikan institusional menggambarkan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh institusi lain (pihak luar perusahaan). Semakin besar persentase 

kepemilikan institusional maka akan semakin besar control yang dimiliki oleh 

pihak luar pada perusahaan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk melakukan 

perencanaan pajak dengan cara yang benar (Sari, M. & Devi, H. P., 2018). 

Sebaliknya, kepemilikan manajerial menggambarkan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial 
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maka manajemen akan semakin hati-hati dalam mengambil keputusan karena 

langkah penghindaran pajak yang salah dapat mempengaruhi going concern 

perusahaan yang mereka miliki (Boussaidi, A. & Sidhom, M. H., 2020). 

Komisaris independen merupakan seorang komisaris yang bersifat 

independen. Mereka tidak memiliki hubungan baik hubungan keuangan, 

hubungan kepengurusan ataupun hubungan keluarga dengan perusahaan dimana 

mereka menjabat. Sifat independen mereka dapat mencegah perusahaan untuk 

melakukan tax avoidance (Hudha, B. & Utomo, D. C., 2021). 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk untuk mengawasi tata kelola 

perusahaan serta mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan 

(Windayani, L., 2018: 30). Apabila fungsi pengawasan dari komite audit berjalan 

dengan baik maka kesempatan perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan 

lebih rendah. 

Ukuran dewan dapat diukur melalui jumlah dewan direksi ataupun jumlah 

dewan komisaris. Walaupun dewan direksi dan dewan komisaris memiliki fungsi 

yang berbeda, keberadaan dua dewan ini bertujuan agar perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. Jumlah dewan yang terlalu sedikit dapat meningkatkan kemungkinan 

terjadinya tax avoidance karena kurangnya control yang ada di dalam perusahaan 

(Hudha, B. & Utomo, D. C., 2021). 

Diversitas gender merupakan keragaman gender yang dimiliki oleh para 

dewan direksi. Direksi wanita cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan. Wanita cenderung menghindari risiko daripada laki-laki. Sebelum 
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mengambil keputusan, seorang dewan direksi wanita akan memikirkan efek dari 

keputusan yang diambilnya. Hal ini disebabkan karena wanita merupakan 

makhluk perasa. Maka dari itu, peluang terjadinya tax avoidance pada perusahaan 

yang memiliki dewan direksi wanita akan lebih kecil (Ambarsari, D., Pratomo, D. 

D & Kurnia, 2018). 

Kualitas audit merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan 

kualitas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 

dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan oleh perusahaan 

yang diaudit oleh KAP Non Big 4 (Windayani, L., 2018, Sari, M. & Devi, H. P., 

2018 serta Sulhendri & Wulandari, N., 2020). Oleh karena memiliki kualitas audit 

yang lebih baik, maka peluang terjainya praktik tax avoidance yang dilakukan 

perusahaan yang diauit oleh KAP Big 4 akan lebih kecil. 

Penelitian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance 

memberikan hasil yang beragam. Windayani, L. (2018), Sulhendri & Wulandari, 

N. (2020), Riguen, R. Salhi, B. & Jarboui, A. (2019) menunjukkan bahwa kualitas 

audit memiliki pengaruh pada tax avoidance. Namun, penelitian Wahab, E. A. A., 

Ariff, A. M., Marzuki, M. M. & Sanusi, Z. M. (2017), Sari, M. & Devi, H. P. 

(2018), serta Ambarsari, D., Pratomo, D. D & Kurnia (2018) menunjukkan bahwa 

kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.  

Proksi diversitas dewan direksi khusunya diversitas gender masih jarang 

digunakan di Indonesia. Walaupun jarang digunakan, hasil dari penelitian yang 

menguji pengaruh diversitas gender terhadap tax avoidance menghasilkan hasil 



12 

 

yang beragam. Hoseini, M., Gerayli, M. S & Valiyan, H. (2018), Ambarsari, D., 

Pratomo, D. D & Kurnia (2018), Boussaidi, A. & Sidhom, M. H. (2020), Jabroui, 

A. (2020) serta Hudha, B. & Utomo, D. C. (2021) menemukan bahwa diversitas 

gender berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan, Ramadhita, S. & 

Geraldina, I. (2020) serta Mala, N. N. & Ardiyanto, M. D. (2021) menemukan 

bahwa diversitas gender tidak berpangaruh terhadap tax avoidance. 

Selain itu, penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tax 

avoidance juga memiliki hasil yang beragam. Penelitian di luar negeri seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M. & 

Sanusi, Z. M. (2017) dan Hoseini, M., Gerayli, M. S & Valiyan, H. (2018) 

menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Sedangkan, penelitian di Indonesia yaitu yang dilakukan oleh Hudha, B. & 

Utomo, D. C. (2021) dan Mala, N. N. & Ardiyanto, M. D. (2021) menunjukkan 

bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu membuat penelitian ini menarik 

untuk dilakukan. Maka dari itu, peneliti berniat untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit dan Corporate Governance terhadapa Tax 

Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka identifikasi masalah 

dari penelitian ini adalah: 

1. Penerimaan pajak tahun 2021 yang mencapai target 

Selama 13 tahun lamanya, penerimaan pajak di Indonesia selalu di 

bawah target. Namun, penerimaan pajak di tahun 2021 berhasil 

melampaui target yang sudah ditentukan pada APBN 2021. 

2. Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya 

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda atas 

pengaruh dari kualitas audit, ukuran dewan direksi dan diversitas 

gender terhadap tax avoidance. 

1.3 Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu penelitian, penelitian ini memiliki beberapa 

batasan, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel dependen (tax avoidance), 

3 variabel independen (kualitas audit, ukuran dewan direksi dan 

diversitas gender) serta 1 variabel moderasi (ukuran perusahan). 

2. Populasi dari penelitian ini hanya berfokus pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Rentang waktu yang diambil untuk penelitian ini hanya selama 5 tahun 

yaitu dari tahun 2107 hingga tahun 2021. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dibahas 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai beikut: 

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance? 

2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah diversitas gender berpengaruh terhadap tax avoidance? 

4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh kualitas audit 

terhadap tax avoidance? 

5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh ukuran 

dewan direksi terhadap tax avoidance? 

6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh diversitas 

gender terhadap tax avoidance? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh kualitas audit terhadap tax 

avoidance. 

2. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh ukuran dewan direksi 

terhadap tax avoidance. 

3. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh diversitas gender terhadap 

tax avoidance. 

4. Untuk mengetahui bukti empiris apakah ukuran perusahaan mampu 

memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance. 
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5. Untuk mengetahui bukti empiris apakah ukuran perusahaan mampu 

memoderasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tax avoidance. 

6. Untuk mengetahui bukti empiris apakah ukuran perusahaan mampu 

memoderasi pengaruh diversitas gender terhadap tax avoidance. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi: 

1. Direktorat Jenderal Pajak 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi Direktorat 

Jenderal Pajak untuk lebih memperhatikan bagaimana wajib pajak 

melakukan tax avoidance. 

2. Wajib Pajak 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak 

khususnya Wajib Pajak Badan untuk melakukan perencanaan pajak 

dengan benar. 

3. Konsultan Pajak 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi Konsultan 

Pajak untuk dapat memberikan jasa advisory yang lebih baik bagi wajib 

pajak.  

4. Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tax avoidance. 

 



16 

 

5. Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai tax 

avoidance. 
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